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KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
FENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA

Menimbang

Mengingat

MENTERI PERTANIAN
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordina-

1.

tor Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendaya-
gunaan Aparatur Negara  Nomor 61/KEP/MK.
WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999 telah
diteiapkan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
dan Angka Kreditnya;

bahwa untuk keseragaman dan kelancaran pelaksana-
an keputusan tersebut pada butir a, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanjan
dan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka
Kreditnya;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan

Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824),



. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian atau  Pemberhentian  Sementara
Pegawai Negeri Sipil (L.embaran Negara Tahun 1966
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);,

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipii (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomer 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemernintah
Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 19);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunn 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3149),

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang
Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3156);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara
Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagai-
mana telah dua kali diubah terakhir dengan Pera-
turan  Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 { Lem-
baran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3775);

Peraturan Pemenintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3547);

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang
Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang
Badan Kepegawaian Negara;

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pe-
ngawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 61/KEP/MK. WASPAN/ 9/1999
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
dan Angka Kreditnya; ’
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang

dibert tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara

penuh oleh pgjabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan bibit ternak.

Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Bibit
Ternak, yaitu :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi

Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan
Departemen Pertanian dan instansi lainnya.

Pimpinan unit kerja setingkat Eselon I pada
Departemen Pertanian yang membidangi fungsi
pengawasan bibit ternak bagi Pengawas Bibit Ternak
Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Temak

" Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai

dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di
lingkungan kantor pusat dan di Unit Pelaksana Teknis
lingkup Departemen Pertanian.

Seiretans Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk
bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan
Pengawas Bibit Temak Penyelia dan Pengawas Bibit
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Termnak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit
Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinst;

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang
ditunjuk bagi Pengawas Bibit Temnak Pelaksana
sampai dengan Pengawas Bibit Temak Penyelia dan
Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan
Pengawas Bibit Termnak Muda yang bekena di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian
atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit
Temak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit
Temnak Penyelia dan Pengawas Bibit Temnak Per-
tama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda
yang bekerja di lingkungan masing-masing.

Pejabat Penetap Tim Penilai adalah pejabat yang ber-
wenang menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
Bibit Ternak, yaitu :

a.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Tim
Penilai Pusat;

Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Depar-
temen Pertanian yang membidangi fungsi peng-awasan
bibit ternak untuk Tim Penilai Departemen;

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk
untuk Tim Penilai Provinsi;

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang
ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;

Pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian
atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.

Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang
menyampaikan usul penetapan angka kredit Pengawas
Bibit Ternak, yaitu :
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a. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon [I pada

Depariemen Perianian yang membidangi fungsi
pengawasan bibit termmak, atau Sekretaris Daerah
Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, atau Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk
atau Pimpinan instansi lain di luar Departemen
Pertanian atau pejabat yang ditunjuk kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Pertanian untuk angka kredit
Pengawas Bibit Ternak Madya, yang bekerja dt
lingkungan masing-masing;

. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepega-waian
atau Kepala Unit Pelaksana Teknis hngkup
Departemen Pertanian kepada pimpinan umt kerja
setingkat eselon Il pada Departemen Pertamian yang
membidangi fungsi pengawasan bibit temak, untuk
angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana
sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan
Pengawas Bibit Temak Pertama sampai dengan
Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekera di
lingkungan kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis
lingkup Departemen Pertanian.

. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk
untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana
sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan
Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan
Pengawas Bibit Termak Muda yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian ke-
pada Sekretaris Daerah Kabupaien/Kota atau pejabat
yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit
Temnak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit
Temak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama
sampai dengan Pengawas Bibit Temak Muda yang
bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota,
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e. Pimpinan unit kerja yang membawahi Pengawas Bi-bit
Ternak yang bersangkutan kepada pimpinan ins-tansi
lain di lnar Departemen Pertanian atau pejabat yang
ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak
Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak
Penyelia dan Pengawas Bibit Temak Pertama sampai
dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di
lingkungan masing-masing.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Peng-
awas Bibit Temak dan bukan pemberhentian sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

MENKO WASBANGPAN adalah singkatan dani Menteri
Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

7. BKN adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Negara.
BAB 11
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
Pasal 2

Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Penilai dilaku-kan
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Keputusan
MENKO WASBANGPAN Nomor Nomor 61/KEP/MK.
WASPAN /9/1999

Pasal 3

(1) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Pengawas
Bibit Ternak harus lebih banyak dari jumlah Tim Pemlai
yang berasal dari pejabat lain bukan Pengawas Bibit
Temak.

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Pemlai yang memasul:
masa pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan dan masa jabatannya belum habis, maka
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keiua Tim Pemilai dapat mengusulkan penggantian anggota
Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Tim Penilai.

Pasal 4

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Per-
taman dalam melakukan penilaian angka kredit bagi
Pengawas Bibit Ternak Madya yang bekerja diling-
kungan Departemen Pertanian dan instansi lainnya.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit yang dibenikan oleh
Sekretans Jenderal Departemen Pertanian.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Departemen adalah :

a. Membantu Pimpinar unit kerja setingkat Eselon II
pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi
pengawasan bibit ternak dalam melakukan penilaian
angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana
sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan
Pengawas Bibit Termmak Pertama sampai dengan
Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekemja di
lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis
lingkup Departemen Pertanian.

b. Melaksanakan tugas-tugan lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh
Pimpinan unit kerja .setingkat Eselon II pada
Departemen Pertantan yang membidangi fungsi
pengawasan bibit ternak.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adaiah :

a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat
yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit
bag1 Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan
Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit
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Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit
Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pe-merintah
Daerah Provinsi;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau
pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian
angka kredit bagt Pengawas Bibit Temak Pelaksana
sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan
Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan
Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang
ditunjuk.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :

a. Membantu pimpinan instansi lain di luar Departemen
Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam mela-
kukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Bibit
Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit
Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama
sampai dengan Pengawas Bibit Temmak Muda yang
bekerja di lingkungan masing-masing.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh
pimpinan instansi lain atau pejabat yang ditunjuk.
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Pasal §

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.

(2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalara ayat
(1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara
fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian atau pejabat
yang menangani administrasi angka kredit Pengawas Bibit
Ternak.

(3) Pembentukan dan pengangkatan anggota Sekretariat Tim
Penilai ditetapkan oleh Pejabat Penetap Tim Penilai.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Ketua Tim Penilai dapat meminta
pendapat atau saran kepada para ahli baik yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis
yang diperlukan dalam memberikan penilaian atas kegiatan-
kegiatan pengawasan bibit ternak yang bersifat khusus atau
memerlukan keahlian tertentu.

BAB III
PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 7

(1) Angka Kredit bagi Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh
pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 2.

(2) Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib menyampaikan spesimen tanda
tangan kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan
dan Mutasi Kepegawaian atan Kepala Kantor Wilayah
BKN setempat.
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(3) Apabila pejabat Penectap Angka Kredit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) berhalangan dan tidak dapat
melaksanakan tugasnya pada waktu yang ditentukan, maka
pejabat Penetap Angka Kredit tersebut dapat
mendelegasikan kepada pejabat lain yang terkait satu
tingkat lebih rendah dan berkewajiban menyampaikan Surat
Keputusan tentang pendelegasian wewenang penetapan
angka kredit dimaksud kepada Kepala BKN up. Deputi
Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala
Kantor Wilayah BKN setempat, disertai dengan spesimen
tanda tangan pejabat yang menerima pendelegasian
tersebut. '

Pasal 8

(1) Usul penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak
diajukan oleh pejabat pengusul kepada Pejabat Penetap
Angka Kredit, setelah Pengawas Bibit Temak yang
bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan. untuk - kenaikan jabatan/pangkat -setingkat
lebih tinggi,

(2) Pengajuan usul penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut contoh formulir
seperti tersebut pada lampiran I untuk Pengawas Bibit
Temmak Terampil dan lampiran II untuk Pengawas Bibit
Ternak Ahli, dengan melampirkan :

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan:

1) Pengawasan bibit ternak, dibuat menurut contoh
formulir seperti tersebut pada lampiran III; dan
atau

2) Pengembangan metode pengawasan bibit ternak,
dibuat menurut contoh fomulir seperti tersebut
pada lampiran IV; dan atau

3) Pengembangan profesi, dibuat menurut contoh
formulir seperti tersebut pada lampiran V; dan atau
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4) Penmunjang tugas pengawasan bibit ternak, dibuat
menurut contoh formulir seperti tersebut pada
lampiran VI.

b. Fotokopi atau salinan sah Ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Surat Tanda
Penghargaan yang pernah diterima;

c. Fotokopi atau salinan sah Keputusan Pengangkatan
Jabatan Fungsional Fengawas Bibit Ternak terakhir.

Fotokopi atau salinan sah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b dan ¢ adalah fotokopi atau salinan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap usul penetapan angka kredit sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8 ayat (1) dinilai secara seksama oleh
anggota Tim Penilai berpedoman pada lampiran I (untuk
Pengawas Bibit Ternak Terampil) dan lampiran II (untuk
Pengawas Bibit Ternak Ahli) Keputusan MENKO WAS-
BANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/ 1999.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit
dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut
pada lampiran VII,

Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) yang asli disampaikan kepada Kepala BKN
up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepega-waian
atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat, dengan
tembusan disampaikan kepada:

a. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;

b. Pimpman Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang
bersangkutan; dan
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c. Ketua/Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
Bibit Ternak yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya
pada awal bulan November untuk kenaikan pangkat
periode April tahun berikutnya, dan selambat-lambatnya
pada awal bulan Mei untuk kenaikan pangkat periode
Oktober tahun yang sama.

(2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya pada akhir
bulan Januan untuk kenaikan pangkat periode April tahun
yang sama, dan selambat-lambatnya pada akhir buian Juii
untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

BAB 1V
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 11

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan Pengawas
Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan
pangkat Pengawas Bibit Ternak berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir;



2)

3)

(1)

@

14

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk
kenatkan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

€. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di
lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan
keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertznian atav
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang bertaku.

Kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja
pada instansi lain di luar Departemen Pertanian, ditetapkan
dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11,
setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebik tinggi; dan

¢. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak untuk menjadi
Pengatur golongan ruang IT/c sampai dengan Pengatur
Tingkat | golongan ruang II/d setelah kelengkapannya
disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada
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Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN dengan
menggunakan formulir model D-1B, ditetapkan secara
langsung oleh Kepala BKN secara kolektif dan petikannya
dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada pejabat
yang berkepentingan dengan ketentuan:

a. Lembar pertama dikinmkan langsung kepada
Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;

b. Lembar kedua dikinmkan kepada. Kepala Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Setempat atau
Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota setempat;

¢. Lembar ketiga dikirimkan kepada Kepala BKN up.
Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
atau Kepala Kantor Wilayah BKN yang bersangikutan.

Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Temnak yang bekerja di
lingkungan Departemen Pertanian untuk menjadi Penata
Muda golongan muang Ill/a sampai dengan Pembina
golongan ruang IV/a diusulkan oieh Menteri Pertanian
atau pejabat yang ditunjuk  dengan menggunakan
Formulir model D-1 dan ditetapkan dengan keputusan
Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk setelah
mendapat persetujuan Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak yang bekerja
pada instansi lain di luar Departemen Pertanian untuk
menjadi Penata Muda golongan ruang IIl/a sampai dengan
Pembina golongan ruang IV/a diusulkan oleh Pimpinan
instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
dengan menggunakan Formulir model D-1 dan ditetapkan
dengan keputusan Pimpinan instansi bersangkutan atau
pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan
Kepala BKN.
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Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Temak yang bekerja di
lingkungan Departemen Pertanian untuk menjadi Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c diusulkan oleh Menteri
Pertanian dengan menggunakan Formulir model D-5 dan
ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis dan Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak yang bekerja
pada- instansi lain di luar Departemen Pertanian untuk
menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang 1V/b sampai
dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
diusulkan oleh Pimpinan instansi yang bersangkutan atau
pejabat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir
model D-5 dan ditetapkan dengan kepatusan Presiden
sctelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKIN.

Pasal 14

Pengawas Bibit Ternak yang memperoleh ijazah lebih tinggi,
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penye-
suaian ijazah, dengan ketentuan:

a.

Pendidikan/Jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang
dipercleh harus sesuai dengan tugas pokoknya;

Sekurang-kurangnya telah 1 (satu} tahun dalam pangkat

terakhir; dan

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan - (DP3) sekurang-

kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Memenuabi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan
untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang
diperoleh.
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Pasal 15

Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

(1) Tatacara pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan
Pengawas Bibit Temak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian
bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan
Departemen Pertanian atau oleh Pimpinan instansi yang
bersangkutan bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja
pada instansi lain di luar Departemen Pertanian .

(2) Tatacara pengusulan dan penetapar kenaikan pangkat
Pengawas Bibit Temak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB YV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
Pengawas Bibit Temak yang bekerja di lingkungan
Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat
yang ditunjuk  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di
luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan
Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang
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ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Pengawas Bibit Ternak disamping harus memenuhi syarat
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22, 23 dan 24
Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/
MK._WASPAN/9/1999, harus pula memperhitungkan
kebutuhan jumlah Pengawas Bibit Ternak pada unit kerja
yang bersangkutan.

(2) Pengangkatan Pegawai Negen Sipil dalam Jabatan
Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 17 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir
seperti tersebut pada lampiran VIIL.

Pasal 19

Pangkat yang ditetapkan bagi Pengawas Bibit Ternak yang
diangkat dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor
01/KEP/MK. WASPAN/9/ 1999 adalah sama dengan pangkat
yang dimiliki semula, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai
dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari
pendidikan, pengawasan bibit ternak, pengembangan metode
dan penunjang tugas pengawasan bibit ternak, setelah
ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

BAB VI

PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN
KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 20

(1) Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali
Pegawai Negen  Sipil dan dan dalam jabatan Pengawas
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Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen
Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderai
Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali
Pegawai Negeni Sipil dari dan dalam jabatan Pengawas
Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar
Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan
pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Pasal 21

Pengawas Bibit Temnak dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila :

a. Ditugaskan penuh di lvar jabatan Pengawas Bibit
Ternak; atau

b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali tugas
belajar yvang tidak meninggalkan tempat dan tugas
kedinasannya, atau

¢. Dyatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan
tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis
hukuman disiplin penurunan pangkat; atau

d. Cuti di luar tanggungan negara.

(2) Pegawai Negeni Sipil yang dibebaskan sementara dari

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,c
dan d, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya
sebagai Pengawas Bibit Temak terhitung mulai bulan
berikutnya dari tanggal keputusan pembebasan sementara.

(3)Pegawai Negeni Sipill yang dibebaskan sementara dari

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai
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Pengawas Bibit Ternak terhitung mulai bulan ke tujuh dan
tanggal kcputusan pembebasan sementara.

Pasal 22

Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dan
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat
- diangkat kembali dalam jabatannya semula, apabila:- -

a. Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas
Bibit Ternak; atau

b. Telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dan 6
(enam) bulan; atau

c. Telah berakhir masa beriaku hukuman disiplin Pegawai :
Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau )
berat berupa penurunan pangkat; atau

d. Telah selesai menjalani masa cuti di luar tanggungan negara
dan telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada unit kerja/instansi semula.

Pasal 23

(1) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dan jabatan
Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir
seperti tersebut pada lampiran IX.

(2) Pengangkatan kembali Pegawai Negenn Sipil dalam
jabatannya semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti
tersebut pada lampiran X.
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BAB VII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 24

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan jabatan
Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di- lingkungan
Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan jabatan
Pengawas Bibit Termak yang bekerja pada instansi lain di
luar Departemen Pertamian ditetapkan dengan keputusan
pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai Gengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pengawas Bibit Ternak diberhentihan dari jabatannya, apabila :

(D

)

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negerni Sipil dengan
tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau

Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai
dengan ayat (5) Keputusan MENKO WASBANGPAN
Nomor 61/KEP/MK. WASPAN/9/1999.

Pasal 26

Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dan
jabatannya karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan
Pengawas Bibit Ternak pada saat yang bersangkutan mencapai
batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai
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Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan jabatan Pengawas
Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditetapkan
dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada
iampiran XI.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA
. KREDIT

Pagal 28

(1) Pegawai Negeri Sipil vang dapat diangkat dalam jabatan
Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian (inpassing)

adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal ditetapkan-

Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/
MK . WASPAN/9/1999 masth  melaksanakan tugas
pengawasan bibit ternak.

(2) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagai-
mana dimaksud dalam Lampiran V atau Lampiran VI
Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/
MK.WASPAN/9/1999  dihitung dengan pembulatan
kebawah.

(3) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengawas
Bibit Ternak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
mengangkat dan memberhentikan Pengawas Bibit Temak
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
tersebut pada lampiran XII.

(4) Kelebihan angka kredit kumulatif yang dihasilkan dan
penvesuaian tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan
pangkat berikutnya.
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Pasal 29

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Pengawas
Bibit Ternak melalui penyesuaian berlaku mulai tanggal
ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 30
September 2000.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Pengawas

Bibit Temak melaiui penyesuaian yang dilaksanakan -

setelah tanggal 30 September 2000 dinyatakan tidak
berlaku.

(3) Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000, kenaikan
pangkat seluruh Pengawas Bibit Temak disyaratkan
dengan angka kredit disamping memnuhi syarat lain sesuai
dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Pegawai Negen Sipil yang diangkat dalam jabatan
Pengawas Bibit Ternak meialui penyesuaian terhitung
mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, apabila pada
tanggal tersebut telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun
atau lebih dalam pangkat terakhir serta telah memenuki
syarat untuk kenaikan pangkat, maka sebelum diangkat
dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian
terlebih dahulu diusulkan kenaikan pangkatnya, sehingga
dalam pengangkatan jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat
digunakan pagkat terakhir.

(2) Pegawai Negen Sipil yang pada saat penyesuaian pada
tanggal ditetapkannya keputusan ini telah menduduki
pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun
atau lebih dalam pangkat terakhir, apabila yang
bersangkutan diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit
Ternak, kenatkan pangkat berikutnya baru dapat
dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat 1 April
2001.
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Pasal 31

Penyesuaian dalam jabatan Pengawas Bibit Temak
sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 28 Keputusan
MENKO  WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.
WASPAN /9/1999 yang bekerja di lingkungan Depar-
temen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris
Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Penyesuaian dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan
MENKO  WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.
WASPAN/9/1999 vang bekerja pada instansi lain di lnar
Departemen Pertaman ditetapkan dengan keputusan
pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 32

Penyesuaian dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya berlaku 1
(satu) kali.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena
dyatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,
kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil,
ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit
Ternak , dan cuti di luar tanggungan negara, apabila telah
mencapai batas pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam
masa pembebasan sementara yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
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Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dari
jabatan fungsionalnya karena diberhentikan sementara
sebagai Pegawai Negern1 Sipil berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila telah mencapai
usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan
pembayaran gajinya, sedangkan pemberhentian yang
bersangkutan sebagai Pegawai Negen Sipil dilakukan
setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1979.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional di
bidang pengawasan bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1) Keputusan
MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK . WASPAN/
9/1999 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 35
Pengawas Bibit Temak dapat dialihtugaskan ke jabatan
struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk menduduki jabatan struktural
aiau jabatan fungsional lainnya tersebut berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam keputusan ini akan

diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan atau Kepala BKN
sesuai dengan bidang tugas masing-masing. ‘

,
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Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999

LEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA, MENTERI PEWJAN
W - 7, g
S ; P ,// é{ /
N /,/ : /,/'_{:,—'j’/’/
7 e 7

Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI .~ Peof. Dr. Ir. SOLEH SOLAHUDDIN
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CONTQH LAMPIRAN 1
DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN KEPALA BADAN KEPEBAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR  : 186 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

NOMOR & i e
MASA PENILAIAN : TANGGAL ......cccoeoevooene S/D i
| KETERANGAN PERORANGAN
1 [N AMA
_ _ ' L
2 [N1P

3 | NOMOR SERI KARPEG

4 | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

5 | JENIS KELAMIN

6 | PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNG-
KAN ANGKA KREDITNYA

7 | PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT

8 | JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK/TMT

9 | MASA KERJA GOLONGAN LAMA

BARU

10 | UNIT KERJA
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Lampiran I (lanjutan) ‘
i UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
INo UNSUR DAN SUB UNSUR INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU |JUMLAH |LAMA BARU [JUMLAH
1] 2 | 3 4 5 6 7 8 9
L PENDIDIKAN
A Pendidikan sekolah dan Mendapat ijazah/gelar
1. Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan
2. Sarjana/Diploma II di bidang peternakan

B Pendidikan dan pelatiban fungsional di bidang
pengawasan bibit ternak dan memperoleh Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat
1. Lamanya lebih 960 jam
2. Lamanya antara 641 - 960 jam
3. Lamanya antara 401 - 640 jam

.. 4. Lamanya antara_161 - 400 jam
5. Lamanya antara 81 - 160 jam
6. Lamanya antara__ 30 - %0 jam [ |

II. PENGAWASAN BIBIT TERNAK
A Persiapan
1. Penyusunan Rencana Pengawasan
a. Mengumpulkan data primer
b. Mengumpulkan data sekunder
¢. Mengolah data
2. Menyiapkan bahan dan peralatan
a. Menyiapkan bahan dan alat lapangan termasuk
sterilisasi
b. Menyiapkan bahan dan alat laboratorium
1) Tanpa perlakuan
2) Dengan perlakuan

B Pelaksanaan pengawasan proses produksi
bibit ternak
1. Inseminasi Buatan (1B)
a. Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar
mikroskopis dan makroskopis
b. Melakuka pemeriksaan kelayakan larutan
pengencer
c. Melakukan pelaksanaan printing straw
d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian
kelayakan semen segar menjadi semen beku:
1) Setelah freezing/thawing
2) Uji water incubator
3) Uji pewamaan
e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian
kelayakan semen beku di lapangan
1) Deteksi N2 cair dalam contaiue
2) Pencairan semen (thawing)
3) Pemeriksaan mikroskopis
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1 2 3

2. Embryo transfer
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan resipien

b. Melakukan penilaian kelayakan :
1) Meralatan flushing embryo, evaluasi
embryo, freezing embryo dan transfer
embryo

2) Melakukan penilaian kelayakan peralatan
media flushing, evaluasi, freezing dan
thawing

3) Obat-obatan dan hormon untuk super-
ovulasi dan sinkronisasi

4) Penyimpanan peralatan, bahan dan media

¢. Melakukan pemeriksaan umur dalam rangka
pentlaian kualitas genetika donor

d. Produksi embryo in vivo :
1) Melakukan inseminasi buatan

2) Melakukan flushing/panen embryo

e. Melakukan penilaian kelayakan embryo
berdasarkan:
1)Penilaian kelayakan memasukkan embryo
kedalam straw dan labelling -

PR

2) Kelayakan pembekuan dan_penyimpanan

4} Kelayakan pemeriksaan dan pengujian
embryo di laboratorium :
o after thawing

o after culture

f. Melaksanakan penilaian kelayakan penyimpa-
nan embryo -
1) Melakukan pemeriksaan alat penyimpan
embryo (container, canister, goblst)

2) Melakukan pemeriksaan kontinuitas
ketersediaan N2 cair.

3) Melakukan pemeriksaan vakum/penyedot
uap N2 cair

4) Melakukan pemeriksaan penempatan/
penataan straw dalam kanister

8. Melaksanakan transfer embryo :
1) Pemeriksaan resipien

2} Transfer embryo (direci/step wise)

3. Pengawasan proses produksi ternak bibit
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan persyarat
kandang, peralatan kandang, pakan, air minum,
penerangan, subu kandang, sanitasi dan
lingkungan

b. Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat

¢. Melakukan pemeriksaan tata-cara dan data
rekording

d. Melakuka pemeriksaan standarisasi

e. Melakukan pemeriksaan handling ternak

C Pelaksanaan pengawasan mutu bibit ternak
1. Pelaksanaan pengawasan mutu ternak bibit
a. Melakukan pemeriksaan berat fisik bibit temak
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3

b. Melakukan pemeriksaan kemasan, label dan
segel bibit

2. Melaksanaan penilaian mitu semen (mani) ternak
a. Melakukan kode straw

3. Melaksanakan penilaian mutu embryo {(mudiga)
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan
penvimpanan embryo

4. Melaksanakan pengawasan telur tetas
a. Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit dan
berat telur

b. Melakukan pemeriksaan ruang udara telur dan
fertilitas telur

5. Melaksanakan pengawasan peredaran ternak
bibit,
semen, embryo dan telur tetas
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan sarana

angkutan

b. Melakukan pemeriksaan kelayakan pakan dan
air minum pada sarana angkutan

¢. Mejakukan peme:iksaan ketnasan pada saai
pengangkutan

d. Melakukan pemernksaan pengounaan labal

e. Melakukan pemeriksaan persyaratan
penyimpanan bibit pada proses peredaran

I, PENGEMBANGAN PROFESI

A Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di
bidang pengawasan bibit ternak
1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survai/evaluasi dibidang pengawasan bibit ternak
yang dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b.Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui
oleh Departemen yang bersangkutan

2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survai/evaluasi dibidang pengawasan bibit ternak
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasil
kan di perpustakaan :
a. Dalam bentuk buku

b. Dalam majalabh

3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
itmiah hasil gagasan sendiri di bidang
pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b.Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui
oleh Departemen yang bersangkutan
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4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang Pengawasan Bibit
Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumen-tasikan di perpustakaan :

2. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk majalah

5. Tulisan ilmiah populer bidang Pengawasan Bibit
Temak yang disebarluaskan melalui media massa
yang merupakan saty kesatuan

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah

B Menterjemahkan/menya- dur buku dan bahan-
bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak
1. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan bibit
ternak yang dipublikasikan :
a.Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan
| diedarkan secara nasional

b.Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Departemen yang bersangkutan

2. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan bibit
ternak yang tidak dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk majalah

C Membimbing Pejabat Pengawas Bibit Ternak
dibawah jenjang jabatannya
Membimbing Pengawas Bibit Ternak di bawah
jenjang jabatannya

IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT
TERNAK

A  Mengikuti seminar/loka-karya di bidang
pertanian Tingkat Nasional/Internasional :

a. sebagai pemrasaran

b. sebagai pembahas/moderator/nara sumber

¢. sehagal peserta

B Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Pengawas Bibit Ternak
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak secara aktif

C Memperoleh pengharga-an/tanda jasa
1.Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas
prestasi kerjanya.
a. Tingkat Nasional/Internasional

b. Tingkat Propinsi

c. Tingkat Kabupaten/Kota Madya

2. Mendapat gelar kehormatan akademis
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D Mengajar/melatih pada Diklat

Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat
kedinasan

E Menjadi anggota organi-sasi profesi
Tingkat Nasional/Internasional
a. Sebagai pengurus aktif
b. Sebagai anggota aktif

F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak
sesuai dengan tugas pokoknya :

a. Sarjana
b. Sarjana Muda/Diploma I¥/Diploma IH

................. , tanggal ...
O LAMPIRAN BAHAN YANG DINILAI Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak |
1 ;
Sz :
i3 ]
i 4D o ) a
— NIP........ ...
IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUX. ¢ tanggal .....................
Pejabat Pengusul, ‘
oo )
NIP...........
IV.CATATAN TIM PENLAT | , tanggal ...
Ketua Tim Penilai,
o )
NIP....................
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LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEBAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 1044/Kpts/OT.210/10/1999

NOMOR  :186 TAHUN 1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

NOMOR : ...........................
MASA PENILAIAN : TANGGAL ................... SID ...
I KETERANGAN PERORANGAN
1 | NAMA -
2 |[N1P
3 | NOMOR SERI KARPEG

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNG-
KAN ANGKA KREDITNYA

PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT

. JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK/TMT

MASA KERJA GOLONGAN LAMA

BARU

10

UNIT KERJA
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Lampiran I (lanjutan)

1I UNSUR YANG DINILAIL
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR DAN SUB UNSUR INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
AMA | BARU [JUMLAH | LAMA| BARU | JUMLAH
1 ]2 3 4 3 6 7 8 9

I PENDIDIKAN

A Pendidikan Sekolah dan mendapat ijazah/gelar
1. Doktor di bidang peternakan
2. Pasca Sarjana di bidang peternakan
3. Sarjara/Diploma 1V di bidang peternakan

B Pendidikan dan pelatibhan fungsional di bidang
pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendi kan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat
1. Lamanya Jabil 960 jani
2. Lamanvz antara 641 - 960 jam
3. Lamanya aniara 301 - 630 jam
4. Lamanya antara 161 - 400 jam
5. Lamanya antara 81 - 160 jam
6. Lamanya antara 30 - 80 jam

II | PENGAWASAN BIBIT TERNAK

A Persiapan
1. Penyusunan konsep rencana pengawasan
a, Melakukan analisis data
b. Menyususn konsep rencana pengawasan
¢. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan
rencana pengawasan

B Pelaksanaan pengawasan proses produksi bibit
termak
1. Inseminasi Buatan
a. Melakukan pemeriksaan kualitas pejantan
(oull)
b. Melakukan pcmeriksaan kelayakan proscdur
penampungan semen segar dari bull
¢. Melakukan pemeriksaan proses semen segar
menjadi semen beku
2. EmbryoTransfer
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan pola
breeding :
1) secara station
2) peternak terpilib
b. Melakukan seleksi donor :
1} Mclakukan penilaian/sclcksi kualitas
genelika
2) Melakukan pemeriksaan umum dan
keschatan alat reproduksi donor
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3) Melakukan penilaian kemampuan
reproduksi donor

¢. Melaksanakan produksi embryo :
1) Melakukan pemeriksaan sikius dan
interval berahi secara in vivo

2) Melakukan superovulasi dan sinkronisasi

3) Melakukan pemeriksaan sperma

4) Melakukan penilaian ketersediaan dan
keadaan ovarium di RPH secara in vitre

6) Melakukan aspirasi/pengumpulan sel
telur secara in vitro

7) 'Melakukan pemeriksaan sperma in vitro

8) Melakukan maturasi, fertilisasi dan
culture secara in vitro

9) Melakukan penilaian kelayakan embrya :
» Berdasarkan fase/umur embryo

» Berdasarkan kualitas embryo

¢ Melakukan penilaian kelayakan media
pembekuan {direct, step wise)

10} Mclaksanaan transfer embryo :
o Melakukan sinkronisasi resipien

¢ Melakukan pzmeriksazn kebuntingan
hasil embryc transfer

3. Melakukan pengawasan proses produksi ternak
bibit dan telur tetas :
2. Melakukan pemeriksaan kelayakan sistem
breeding dan seleksi

b. Melakukan pemeriksaan , sistem prosedur
opcrasional (SOP), mamajemen
pemeliharaan dan pemberian ransum

¢. Mclakukan pemeriksaan kelayakan uji per-
formance

d. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji
progeny

C Pelaksanaan pengawasanmutu bibit ternak
1. Melakukan pengawasan mutu ternak bibit
a. Melakukan pemeriksaan eksierior (kuantitatif
dan kualitatif

b. Melakukan analisis hasil uji performance

¢. Melakukan analisis hasil uji progeny

d. Menyususn rekomendasi hasil pengawasan
mutu ternak bibit

2. Melaksanakan pengawasan mutu semcn :
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan penyim-
panan straw

b. Melakukan pemeriksaan kelayakan
pengambilan contoh semen

¢. Melakukan pemeriksaan kelayakan mortility,
__gerakan masa, gerakan individu semen

d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan
hasil pengawasan mutu semen
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3. Melaksanakan penilaian mutu embryo
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas
mutu embryo

b. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan
mutu embryo

4. Melaksanakan pengawasan telur tetas
a. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan
mutu telur tetas

5. Melaksanakan pengawasan peredaran ternak
bibit, semen, embryo dan telur tetas
a. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan
peredaran bibit ternak

PENGEMBANGAN METODE PENG-AWASAN
BIBIT TERNAK

A Evaluasi metode pengembangan pengawasan
bibit Ternak
Melakukan evaluasi metede pengembangan
pengawasan bibit ternai :
3. Ternak bibit

b. Semen (mani)

¢. embryo (mudigah)

d Telut tetas

B Pengembangan metode pengawasan bibit
ternak :
Menyusun pengembangan metode pengawasan
bibit ternak
a. ternzk bibit

b. Semen (mani)

c. embryo {mudigah)

d. Telut tetas

C Rekomendasi pengembangan metode
pengawasan
bibit ternak
Menyusun rekomendasi pengembangan metode
pengawasan ternak bibit, semen, embryo dan telur
tetas.

v

PENGEMBANGAN PROFESI

A Melakukan kegiatan karya tulis’karya ilmiah di
bidang pengawasan bibit ternak
1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survai dibidang pengawasan bibit termak yang
dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional.

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui
oleh Departemen yang bersangkutan
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2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survai dibidang pengawasan bibit ternak yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasi di

perpustakaan
a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk majalah

3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiab hasil gagasan sendiri dibidang
pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional.

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui
oleh Departemen yang bersangkutan

4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil,
gagasan sendiri dibidang pengawasan bibit
ternak yang tidak dipublikasikan tetap didoku-
mentasikan
di perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk majalah

5. Tulisan ilmiah populer bidang pengawasan bibit
ternak yang disebarluaskan melalui media massa
yang merupakan satu kesatuan

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gapasan atau tulisan ilmiah dalam perternuan
ilmiah ' '

B Menterjemahkan/menyadurbuku dan bahan-
bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak
1. Terjemahan/saduran di bidang peternakan yang
dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional.

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui
instansi yang berwenang

2. Terjemahan/saduran dibidang peternakan yang
tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk majalah

C Membimbing Pejabat Pengawas Bibit Ternak
dibawah jenjang jabatannya
Membimbing Pengawas Bibit Ternak di bawah
jeniang jabatannya

PENUNJANG KEGIATAN PENGAWAS BIBIT
TERNAK

A Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang
pertanian
Tingkat Nasional/Internasional
a. sebagai pemrasaran

b. scbagai pcmbahas/moderator/nara sumbcr
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¢. sebagai peserta

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Pengawas Bibit Ternak

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak secara aktif

Memperoleh penpharpgaan/ tanda jasa

1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas
prestasi kerjanya.
a. Tingkat Nasional/Internasional

b. Tingkat Propinsi

c. Tingkat Kabupaten/Kota Madya

2. Mendapat gelar kehormatan akademis

Mengajar/melatih pada Diklat
Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat
kedinasan

Menjadi anggota organisasi
Tingkat Nasional/iniernasional
a. sebagai pengusur aktif

b. sebagai anggota aktif

Memperoleh gelar Kesarjaraan lainnya
Memperoleh ijazai/gelar kesarjanaan yang tidak
sesuai dengan tugas tugas pokoknya

a. Doktor

b. Pasca sarjana

c. Sarjana/Diplorna 1V

I11. LAMPIRAN BAHAN YANG DINILAI Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak ,
L.
2.
3.
IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL ., tanggal ...l
: Pejabat Pengusul,
IV. CATATAN TIM PENILAI ey, langgal
Ketua Tim Penilai,
( )

NIP oo,
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CONTOH LAMPIRAN III.

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

PELAKSANAAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PEL_AKSANAAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Pangkat/golongan ruang/TMT © ..ottt s o s
Jabeian T U TP PR PP PPPPP PRI
Unit kegja

Menyatakan bahwa

Nama
Pangkat/gotongan ruang/TMT © ...t
Unit kezja

telah melakukan kegiatan persiapan pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN TANGGAL | SATUAN JUMLAH JUMLAH | KETERANGAN /

PENGAWASAN BIBIT HASIL VOLUME ANGKA BUKTI FISIK
TERNAK KEGIATAN | KREDIT

ol Pl b Dl o

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat di;ﬁcrgunakan scbagaiinana mestinya.

Atasan ]angs.t'mg‘,;‘

S-1 amp3.nf




CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK

Yang bertanda tangan dibawah ini
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LAMPIRAN IV.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1044/Kpts/(T.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jahatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa

Nama

NIP

Pangkat/golongan mang/TMT

Jabatan
Unit kerja

telah melaknkan kegiatan pengembangan pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN JUMLAH JUMLAH
PENGEMBANGAN TANGGAL § SATUAN VOLUME ANGKA | KETERANGAN/
PENGAWASAN BIBIT HASIL KEGIATAN KREDIT BUKTI FISIK
- ° TERNAK
L
2.
3.
4.
5.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana meslinya.

Atasan langsung,




CONTCH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWASAN

BIBIT TERNAK
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LAMPIRAN V.
KEPUTUSAN BERSAMA MENTER!

PERTANIAN DAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR

: 1044/Kpts/OT.210/10/1999
: 186 TAHUN 1999

TANGGAL: 13 Cktober 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PENGAWASAN BIBIT TERNAK

thhmm@meu%mmmm

Nama
NIP

Jabatan
Unit kerja
Menyatakan bahwa

Nama
NIP

Jabatan
Unit kerja

telah melakukan kegiatan pengembangan pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Pangkat/golongan ruang/TMT & . i e e e e e e

No. URAIAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN

TANGGAL

SATUAN
HASIL

JOMLAH
VOLUME
KEGIATAN

JUMLAH
ANGKA
KREDIT

KETERANGAN /
BUKTIFISIK

PROFESI

|| o=

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

S-Lanmp3.nf

A 3

Atasan langsung,




42

CONTOH LAMPIRAN VI.

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

PENUNJANG TUGAS PENGAWASAN BIBIT TERNAK PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
PENGAWASAN BIBIT TERNAK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
NIP PR ‘
Pangkat/golongan muang/TMT @ . i e e
Jabatan :

Unit kerja

Menyatakan bahwa

Nama
NIP e, R PSPPI et
Pangkat/golongan ruang/TMT @ e e
Jabatan :

Urit kerja

telah melakukan kegiatan penunjang pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN JUMLAH JUMLAH
PENUNJANG PENGAWASAN | TANGGAL | SATUAN | VOLUME ANGKA | KETERANGAN/
BIBIT TERNAK HASLH. | KEGIATAN | KREDIT BUKTI FISIK
1. ;
2
3.
4.
5

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

S-Lamp3.nf
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CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI

LAMPIRAN VII.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI*)
INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL .......... S/D TANGGAL ...............

I KETERANGAN PERORANGAN

LIN AMA :

2.INIP

3. | NOMOR SERI KARPEG

4. | JENIS XEL AMIMN

5. | PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNG-

KAN ANGKA KREDITNYA

=

PANGKAT/GOLONGAN RUANG

~

JABATAN PET TERAMPIL/AHLI

8. | MASA KERJA GOLONGAN LAMA

BARU

9. | UNIT KERJA

II | PENETAFAN ANGKA KREDIT

LAMA BARU JUMLAH

I. | UNSUR UTAMA
a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/pelar

2) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP)

b. Pelaksanaan pengawasan bibit ternak

‘¢. Penpembangan metode pengawasan bibit ternak

d. Pengembangan profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA

2. | UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas pengawasan bibit ternak

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG

IH | Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam :
Jabatan .......................... Pangkat ............. ...
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Pada Tangaal ...

Asli disampaikan dengar. hormat kepada :
Kepaia BKN atau Kepala Wilayah BKNdi ............................

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Pengawas Bibit Ternak Terampil/Ahli *) yang bersangkutan;
Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak vang bersangkutan;
Sekretaris Tim Penilai yang bersanglutan

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Kepala Biro Kepegawaian instansi vang bersangkutan

Al

*) coret vang tiduk perlu
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CONTOH LAMPIRAN VIIL

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1044/Kpis/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI¥)

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL .......... S'D TANGGAL ...............

1 KETERANGAN PERORANGAN

LINAMA

2 |[NIP

3. | NOMOR SERI KARPEG

4. | JENIS KEL AMIN

5. | PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNG-
KAN ANGKA KREDITNYA

6. 1 PANGKAT/GOLONGAN RUANG

7. | JABATAN PBT TERAMPIL/AHLI

8. | MASA KERJA GOLONGAN LAMA

BARU
9. | UNIT KERJA
11 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1. | UNSUR UTAMA

a. Pendidikan

1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazab/gelar

2) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP)

b. Pelaksanaan pengawasan bihit ternak

c. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak

‘d. Pengembangan profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA :

2. | UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas pengawasan bibit ternak

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG

[I | Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam :
Jabatan .......................... Pangkat ... .. ...
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Pada Tangaal ...

(

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Wilayah BKNdi ...c............cocooien

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Pengawas Bibit Ternak Terampil/Ahli *) yang bersangiutan,
Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Kepala Riro Kepegawaian instansi yang bersangkutan

LAy L

T

*) coret vang tidak perlu

NIP.



CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

Menimbanyg

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA
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LAMPIRAN IX.

KEPUTUSAN

.....................................................

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI *)

a. bahwa scbagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
61/KEP/MK WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999, dipandang perlu uniuk
mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara ................................. dalam jabatan
Pengawas Bibit Ternak ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1991:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1997,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1991;

5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/Kep/MK. WASPAN/9/1999;

6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 TAHUN 1999

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal .......................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai
Negeri Sipil :

a. Nama

b. Tempat dan tanggal lahir

c.  NIP/Nomor Seri Karpeg.

d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT

¢, Unit kerja




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASL1

TEMBUSAN
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QAF JABALAN .. oo

kredit SEbESAT ... .ov oo i e eeannevee e nen ... {dliisi dengan angka dan huruf).

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan ... sebesar Rp.

Apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan daiam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BAKN u.p Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;

Peicbat yang berwenang menetapkan angka kredir;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara vang bersangkutan:

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

ok

Ditetapkan di
Pada tanggai :

*) coret vang tidak perlu

§-Lamp3.af



CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS
BIBIT TERNAK TERAMPIL / AHLI *) KEPEGAWAIAN NEGARA

: ' NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA
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LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI *)

a. bahwa berhubung Saudara .................................. NIP. ...
Pangkat/golongan rmang ............ ceceee. jabatan
................... tanggal .. dmyatakan eererrecieaeaiiinn ..., dipandang
perlu untuk membebaskan sementara dan Jjabatan Pengawas - Bibit Ternak Terampil/
Ahli ¥).

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 199¢;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1991;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1997,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahkun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1991;

5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/Kep/MK. WASPAN/9/99;

6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
: 1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 TAHUN 1999

MEMUTUSKAN -

Terhitung mulai tanggal ....................... membebaskan sementara Saudara :

a Nama

b. Tempat dan tanggal lalur

¢. NIP/Nomor Seri Karpeg.

d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT

¢. Unit kerja
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KEDUA Saudara TR Dapat diangkat kembali dalam jabatan
. apabila telah PR
KETIGA Memberikan tunjanan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak terhitung mulai tanggal
KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinva.
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BAKN u.p Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Eiro Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi fain vang berkepentingan.
Ditetapkan di
Pada tanggal :
NIP.
*) coret yang tidak perlu.

S-Lamp3.ntf
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CONTOH LAMPIRAN XI.

KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN - KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERTANIAN DAN KEPALA BADAN

BIBIT TERNAK TERAMPIL / AHLI * KEPEGAWAIAN NEGARA

: NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999
NOMOR : 186 TAHUN 1999
TANGGAL: 13 Oktober 1999
KEPUTUSAN
NOMGR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIi/AHLI *)

Menimbang bahwa berhubung Sawdara ... NP
Pangkat/golongan ruang ............................. jabatan ... ... revesseenenn.... terhitung
mulai tanggal ................. ... . dinyatakan ... ... .. .-, dipandang perin untuk
memberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,

2. Peraturan Pemernintah Nomor 20 Tahun 1975 Jjo. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
19¢7;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1991;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/Kep/MK. WASPAN/9/99;
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepecgawaian Negara Nomor
: 1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 TAHUN 1999
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA Terhitung mulai tanggal ....................... membebaskan sementara Sandara -
a. Nama e e L
b. Tempat dan tanggal lahir
¢. NIP/Nomor Seri Karpeg.
€. Unit kerja D
KEDUA Sejalan dengan perberhentian sebagaimana tersebut pada Amar Pertama, memberhentikan
tunjangan Jabatan Fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan
keputusan ini.
KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surai Keputusan ini, akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
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Asli :  Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketakui
dan dundahkan sebagaimana mestinya,

TEMBUSAN  : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

' Kepala BAKN u.p Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;

Peiabat instansi lain yang berkepentingan.

e W

Ditetapkan di
Pada tanggal :

* coret yang tidak perlu.
S-Lamp3.nf



